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ABSTRAK Gerakan sosial yang dilakukan
MasyarakatAdatMapursebagaibentukaksiperlawanan atas
kebijakanyangdibuatolehpemegangkekuasaanyangdirasa
memilikidampaknegatifbagimasyarakat.Gerakansosialorang
Mapurmelaluipemetaan partisipatifwilayah adatmerupakan
gerakanyangdilaksanakanolehsejumlahorangyangtergabung
dalam sebuahorganisasiadatdilakukansecaraterusmenerus
danbersifatterorganisirsertamemilikitujuanyangsamauntuk
mendapatkanpengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat(MHA).
Tujuandaripenelitianiniadalah:1).Mendeskripsikanbagaimana
Lembaga AdatMapur(LAM)melakukan pemetaan partisipatif
sebagaisaranagerakansosialdalam mendapatkanpengakuan
sebagaiMHA,2).Menganalisisbagaimanavisibilitaspemetaan
partisipatifdalam memperjuangkanpengakuanMHA.Penelitianini
menggunakan teorigerakan sosialoleh Charles Tilly dengan
pendekatanstudikasus.Datayangdigunakandalam penelitian
adalahdataprimerdandatasekunderyangdikumpulkanmelalui
observasi,wawancara,dan studidokumentasi.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwa:1).GerakansosialyangdilakukanolehLAM
adalahpemetaanpartisipatif,LAM berhasilmendapatkansketsa
pemetaan dalam beberapa periode yang meliputiperbatasan

wilayahdanhutanadat,artefakpeninggalanleluhursepertiairterjunKasakTade,makam adat,dan
tanamanobat-obatan.HasilsketsadaripemetaanyangdilakukanLAM digunakansebagaievidensi
dalam mendapatkanpengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat2).Gerakansosialyangdilakukan
oleh LAM menciptakan visibilitas yang positifyaitu terbentuknya tim identifikasipengakuan
MasyarakatAdatMapurkerjasamaantaraLAM danPemerintahDaerah,sehinggamendapatkan
pengakuan dariPemerintah Daerah melaluiSK BupatiBangka dan terbitnya SK BupatiBangka
mengenaiPenyusunanNaskahAkademikRancanganPeraturanDaerahtentangpengakuanMHA.

Katakunci:GerakanSosial;PemetaanPartisipatif;OrangMapur;Pengakuan.

1.PENDAHULUAN

Penguasaannegaraterhadapwilayahhutanmenjadilangkahawaluntukekstraksisumberdaya
hutanberskalaindustrialisyangdiperuntukkanmendorongproduksidankonsumsiglobal.Komoditas
hutandansumberdayalainnyayangbergerakdibawahsistem ekonomipasarkapitalismendorong
lajunyakapitalismekehutanandiIndonesia.BeberapabentuklajunyakapitaliskehutanandiIndonesia
salahsatunyaadalahdengandiberikannyakonsesilahankepadapihaktertentuuntukdikelolayang
menyebabkanadanyaketersinggunganberbagaipihakkarenahanyamenguntungkanpemilikmodal.

Dalam konteksnegaraIndonesiakerjasamaantarapenyelenggaranegaradenganparapelaku
usahasudahdimulaiketikamasakolonialbelandasampaisaatinidimungkinkanpemberiankonsesi
kehutanan berskala luasoleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besaruntukdikelola
terhadapberbagaikomoditas.Akanhalitumunculberbagaibentukketidakadilanyangdirasakan
masyarakatlokalataupun masyarakatadat.Termasukketidakadilan agraria yang diwarnaioleh
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perampasantanahsecarasepihakolehnegaradarimasyarakat,sertaketidakadilanlingkungandan
sosial.Sehinggamendorongmunculnyaberagam aksiperlawananyangkemudianberanjakmenjadi
gerakan-gerakansosialyangdisebutsebagai“gerakanperlawanan”danupayauntukmelindungihutan,
tenagakerja,dansumber-sumberkehidupanmasyarakatadat,sertapenyingkiranmasyarakatadat
masyarakatlokaldiwilayahhidupmereka(Pramono,2014).

Gerakansosialterbentukdikarenakanmasyarakatmengetahuirisikokehancuranyangtimbul
danmenyusunstrategimelindungidanmenatakembalikehidupannya.Konsepgerakansosialpada
MasyarakatAdatMapurmemilikikomponenmultikelasdandidalamnyaterdapatperanberbagai
aktortermasukwargayangkritisdanakademisiUniversitasBangkaBelitungyangmemilikikepedulian.
GerakansosialmasyarakatadatdisebabkanolehkonflikagrariayangtumbuhditengahMasyarakat
AdatMapuryangsudahberlangsungsejaklama.KonflikyangterjadipadaMasyarakatAdatMapur
berawalpadatahun1985PTTimahmenyelenggarakanTambangKontrak(TK)denganbekerjasama
denganpihakswastadalam melaksanakanaktivitaspertambangan.DusunAirAbikmenjadisalah
satutempatbagiTKdalam melaksanakankegiatanpertambangan,namunpadatahun2001regulasi
tersebutberubahmelaluikebijakanpemerintahyangmenyatakansiapasajadapatmengaksestimah,
sehinggamembuatMasyarakatAdatMapurikutterbawapusaranekonomitimah(Permadidkk.,
2023).

NamunadanyaisuakanmasuknyaperusahaansawitkewilayahDusunAirAbik,dengan
keluarnyaregulasipemberianIzinUsahaPerkebunan(IUP)kePT.GPLpadatahun2004olehBupati
BangkasaatitumembuatberbagaipihaksepertiMasyarakatAdatMapur,kepaladusun,pebisnis
timah,melakukangerakansosialdenganmembawaidentitassebagaiMasyarakatAdatmengklaim
wilayahberdasarkankesukuansebagaipengakuanutamaterkaithakatastanahuntukmelindungi
DusunAirAbikdariekspansiperusahaansawit(Permadidkk.,2023).Tetapigempuranperusahaan
sawittidakdapatterbendungMasuknyaperusahaansawitmenjadibabakbarubagimasyarakatadat
mapurdalam mengatasikonflikagraria,sekaligusmenjadifasemelemahnyaekonomitimah di
wilayahDusunAirAbikyangpadaakhirnyamembawaMasyarakatAdatMapurpadasituasimenerima
ataumenolakmasuknyaperusahaansawit.

KonflikagrariabernuansaperampasantanahmiliksebagianMasyarakatAdatsertamelakukan
pengancamandantidakmembayarkanuanggantirugiterhadappembebasanlahanmasyarakatadat
mulaiterjadisejaktahun2009danmulaimelandaiditahun2018.Didalam penelitianPermadidkk.,
(2023:31)menjelaskanPemerintahDaerahKabupatenBangkamenerbitkanizinkonsesikepada
korporasiPTGPLseluas13.565hektardansebagianarealnyaberadadiwilayahadatSukuMapur.
MenurutZulkarnaindkk.,(2018)akibatkonsesitersebutmenyebabkanMasyarakatAdatMapurhanyut
dalam suasanakonflikberkepanjangansehinggaaspirasipengakuanMasyarakatAdatMapursebagai
subjekhukum nyaristidaktersentuh.MenurutMurtasidindkk.,(2021)tidakterdengarnyaaspirasi
pengakuan tersebut dalam belantika politik lokal di Kabupaten Bangka disebabkan oleh
pembungkaman suara politik pengakuan darielitlokal.Tergerusnya identitas kewarganegaraan
MasyarakatAdatMapurdikarenakantidakadanyainisiatifdariPemdaBangkauntukmenyelesaikan
konflikdanmenerbitkanprodukhukum pengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat.

Keluarnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebutPutusan MK 35),yang
menegaskanbahwahutanadatbukanmerupakanbagiandarihutannegara,merupakantumpuan
yangkuatterhadapprosespengakuanMasyarakatHukum AdatMapur,berdasarkanPutusanMK
tersebutmengakuibahwaMasyarakatAdatMapursebagai“penyandanghak”dansubjekhukum
terhadapwilayahadatdenganartianlainputusantersebutmemberikanruangpengakuanhukum
terhadapMasyarakatAdatMapuruntukmengelolawilayahtersebut,namungaungPutusanMKkian
tidakterdengarsehinggakonsesiIUPPT.GPLsampaisaatinimasihberlakudanmasyarakatdilarang
untukmengelolawilayahhutanyangmerekaakuiwilayahhutanadat.

Berbagaibentukaksiperlawananyangdilakukanataspenguasaannegaraterhadaphutandan
diberikannyakonsesikepadaPT.GPLyangdilakukanolehMasyarakatAdatMapurbukansuatu
fenomenabaru.DiawalidenganmembentukkoperasibernamaBukitCondongIndahLestariyang
merupakancikalbakaldariLembagaAdatMapur(LAM)yangmerupakaninstrumengerakansosial
diciptakan dengan tujuan menghimpun kekuatan massa untuk menuntut keadilan terhadap
penguasaan hutan serta melakukan pemetaan partisipatif sebagai perlawanan terhadap
“penghapusan”keberadaanMasyarakatAdatMapurdalam petamodernyangdikeluarkanolehnegara.
Sekaligusmerupakangerakanperlawananterhadappenyingkiranmasyarakatadatdanmasyarakat
lokallainnyadariruanghidupmereka(Pramono,2014).Pemetaanpartisipatifmerupakankegiatan
pemetaanwilayahyangmelibatkanmasyarakatberpatokanterhadapinformasiyangberasaldari
ingatansejarahdanpeninggalanmasyarakat.

Gerakan sosialjuga dilakukan perempuan adatdengan menolak adanya perluasan lahan
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plasmaolehPT.GPL,perempuanadatmelakukanperlawanandenganmembukabajumerekadan
berdirididepanalatberatyangsedangbekerja(denganmasihmenggunakanpakaiandalam)dalam
rentanwaktutahun2012-2014sebagaiaksisolidaritasujungpenolakanterhadappembebasanlahan
olehPT.GPL.SertaLAM melakukanPemetaanpartisipatifsecaraberkaladanditemukannyainovasi
strategiyangdilakukanLAM dalam pelaksanaanpemetaantersebut,jikadulumasyarakatmengingat
bataswilayahhanyamenandainyadengansebatangpohonyangmudahdiingatataupunmengikuti
aliransungai,contohnyaaliransungaiairbenakyangmerupakanperbatasanwilayahadatDusunAir
AbikdenganwilayahadatDusunPejam,kiniLAM melakukanpemetaanpartisipatifdenganteknologi
digitaldanGIS(GeographicInformationSystem)denganmenggunakandronedanGPSsebagaialat
pemetaan,danhaliniberkaitandengananalisisCharlesTillyyakniinovasistrategiyangdilakukan
LAM dalam melaksanakan pemetaan beradaptasidengan teknologibaru untuk meningkatkan
efektivitasgerakansosialsertadapatmempublikasikandatapetauntukmeningkatkanvisibilitas
dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, dengan cara LAM
mempublikasikansketsahasilpemetaandalam bentukinteraktifdigitalagarlebihtransparandansulit
disangkalolehPemerintahDaerahKab.BangkaataupunPT.GPL.Halinimenunjukkanbagaimana
inovasistrategidapatmeningkatkanvisibilitasgerakanyangsejalandengankonseprepertoireCharles
Tilly.

PemetaanpartisipatifdilakukanLAM secaraberkaladimulaipadatahun2014berafiliasidengan
akademisiUniversitasBangkaBelitungyangmelaksanakanprogram kuliahkerjanyata-tematik(KKN-T)
kalaitu,dilanjutkankembalipadatahun2022denganbekerjasamadenganmahasiswajurusan
Sosiologi,FISIP UniversitasBangkaBelitung dalam program classteam bassed projectdengan
pembaharuan peta yang dihasilkan pada pemetaan sebelumnya mencakup pemetaan kebun
masyarakatadatdanberlanjutpadaakhirtahun2023denganmenggaitorganisasidewanperwakilan
mahasiswaFISIPUniversitasBangkaBelitungyangmenghasilkanpemetaanbatasanwilayahhutan
adatmapursertamenghasilkangerakansosialditingkatnasionaldalam forum Program Peningkatan
KapasitasOrganisasiMahasiswa(PPKORMAWA)denganmenggandengakademisidariUniversitas
BangkaBelitung.

PemetaanpartisipatifyangdilakukanolehLAM diharapkanmampumeningkatkanvisibilitas
dalam bentuk,yaitu:1).Denganmemetakanwilayahadatdansumberdayayangdimilikiuntuk
menunjukkaneksistensiMasyarakatAdatMapuryangselamainiterabaikan,2).Denganadanyapeta
wilayahadat,MasyarakatAdatMapurmemilikibuktikonkretuntukmenuntutpengakuanhukum dari
pemerintahdaerah.3).Meningkatkanperhatianmediadanakademisiterhadapisumasyarakatadat,
membuatperjuanganMasyarakatAdatMapurdikenallebihluas.4).Hasilpemetaandapatdigunakan
dalam advokasikebijakansepertiPutusanMK No.35,/2012,yangmenyatakanbahwahutanadat
bukanhutannegara.

Gerakansosialinimerupakanklaim sepihakdansebagaipenguatMasyarakatAdatMapurakan
eksistensimerekabahwasanyamerekaadadanmenuntutatashakpengakuansebagaiMasyarakat
Hukum Adatdandapatmengelolawilayahhutanadatsepenuhnyasehinggadisebutsebagai“gerakan
sosial”.BerdasarkanpenyampaianLatarbelakangdiataspenelitiinginmelihatbagaimanapemetaan
partisipatifolehLAM dijadikansebagaisaranagerakansosialdalam mendapatkanpengakuanMHA
sertainginmengupasvisibilitaspemetaanpartisipatifdalam memperjuangkanpengakuanMHA.

2.METODE

Penelitian inimenggunakan metode kualitatifdeskriptifdengan pendekatan studikasus.
Penggunaanstudikasusmempunyai3kekuatan,pertamamenurutSitorus1998,studikasusdipilih
untukmempermudahpenelitidalam memahamikonflikagrariasecaramendalam yangadadiSuku
Mapur.KeduamenurutYin2019,Studikasustidakdibatasiolehcakupansejarahdanmenuntut
pelacakanwaktusendiri.KetigamenurutSitorus,1998,bersifatmulti-metodekarenadalam studi
kasus dapatmelakukan metode pengamatan,sepertiwawancara,focus group discussion,dan
analisisdokumenyangdigunakanuntukmendukungstudikasus.

Dalam prosespenelitianinimenggunakanteorigerakansosialyangdikemukakanolehCharles
Tilly.Teoriinipertamakalidigunakandalam prosesanalisisketeganganpolitikdiInggrisrayapada
tahun1758-1834dankasusperlawananyangmengakibatkanketeganganstrukturaldipolitikBurgundi
yangdiinisiasikaum buruhtanahdanpekerjapeternakanyangberhasilmewujudkanrevolusi.Konsep
inimemberikanpenegasanbahwatindakankolektifadalahtindakanyangdilakukansekelompok
masyarakatsecarabersamaanuntukmencapaitujuan(Syawaludin,2017).
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Tillymendefinisikangerakansosialmerupakanrangkaianaksipenolakanatauperlawananyang
terusmenerusdilakukanatasnamakelompokyangtermarginalkanterhadapkebijakanpemegang
kekuasaanmelaluiberagam protespublik,gerakandiluarjalurpartisipasipolitikformalyangdiatur
dalam hukum danundang-undang,dengantujuanmenunjukkankeberadaan,kesolidan,berkomitmen
danmewakilijumlahyangsignifikan.Secaraumum gerakansosialmenurutTillymerupakansesuatu
yangterorganisir(organished),berkelanjutan(sustained),bersifatpenolakan(self-consciouschallenge)
dankesamaanidentitas(sharedidentity)ditengahmerekayangterlibatdidalamnya,dengankatalain
gerakansosialmerupakantindakan“rangkaianintraksiberkelanjutan”antaraotoritaspemegang
kekuasaan dengan penentangnya yang menuntutkepentingan konstituen dan preferensikhusus
(Syawaludin,2017).

Dalam perspektif Tilly repertoire bergerak darilevellokalke levelnasionaldengan
memanfaatkanbentuktindakan-tindakanumum yangterorientasikepadataktikperlawananyang
ditunjukkankepihakyangmempunyaiotoritasataupihaklawanyanglebihkuat(Rusmanto,2013:42).
Dengankatalainrepertoiremerupakansegalabentukaksiataupuntindakankolektifyangdirancang
melaluikonsolidasiditengah masyarakatdan aktoryang terlibatuntukmencapaitujuan serta
kepentinganyangsamaatasmasyarakatyangterkenadampakdarikebijakanpihakotoritasatau
pemangku kekuasaan.Pemangku kekuasaan disiniyang dimaksudkan adalah pemerintah Kab.
BangkayangmemberikankonsesilahankepadaPT.GPLdiwilayahdusunAirAbiksertalembaga
negara lainnya yang terlibat(Permadidkk.,2023).Dalam teoriiniTilly membahas mengenai
FenomenaperlawananMasyarakatAdatMapurbukanhanyagerakanperlawananataupunkonflik
belaka,melainkansebagaisebuahrangkaiangerakanyangdisusundenganstrategidantaktikinovatif
untukmencapaitujuandanmendapatkanpengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat(MHA).

3.HASILDANPEMBAHASAN
A. PemetaanPartisipatifSebagaiGerakanSosialOlehLAM

1. KonflikPraPemetaan
KeteganganyangterjadiantaraMasyarakatAdatMapurdenganPT.GPLberawalpadatahun
2004,.PT.GPLsebuahperusahaanswastaasingyangberbasisdiInggrisdanterafiliasi
denganEvansGroup.KebijakanBupatiBangkaKalaitumenerbitkanPeraturanDaerah(Perda)
No.6tahun2006mengenaipemberianizinlokasidansecaraefektifmembukapeluangbagi
PT.GPLuntukmerancangperkebunankelapasawitdibeberapadesadikecamatanBelinyu.
memperoleh izin perluasan perkebunan sawitdariPemerintah Derah Kabupaten Bangka
denganluassekitar13.565hektar.PerkebunaniniterletakdiwilayahDesaGunungMuda,
DesaGunungPelawan,DesaMapur,danDesaSilipyangberadapadalingkupkecamatan
BelinyudanRiauSilip.Semenjakhadirnyaperusahaanperkebunansawitmembuatperubahan
signifikanterhadapranahsosial,ekonomi,danbudayaMasyarakatAdatMapurPenebangan
hutanuntukperkebunankelapasawityangdimilikiolehPT.GPLsertaterjadiperusakan
terhadap11makam adatdalam prosespembukaanlahanuntukperkebunankelapasawit
inilahyangmenyebabkanperlawananMasyarakatAdatMapurDusunAirAbik(Kodri,2016).
Serta masyarakatmengalamikesulitan dalam memenuhikebutuhan pokok sehari-hari.
Pembukaanlahansecarabesar-besaranmenyebabkanpenyempitankawasanhutansebagai
tempattinggaldansumberpencaharianutamamerekadanSebab,hutanmerupakantempat
merekauntukbertahanhidup,bertani,mencariobat-obatanherbal,jamur,madu,danlainnya
(Darmawandkk.,2024).
Puncaknyaterletakpadatahun2012yangdimanaPT.GPLmendapatkanizinperluasan
perkebunan kembalioleh Pemerintah daerah dengan sigap Masyarakat Adat Mapur
melakukanpenolakanrencanatersebut,berbagaiupayatelahdilakukansepertimelakukan
audiensikePemerintahdaerahdengantujuanagarperizinanyangdilakukandibatalkan,
namunperlawanantersebuttidakmemberikanefekyangberarti,sampaiketikaPT.GPL
menerjunkan alatberatmereka untuk menggusurlahan dengan diawasioleh aparat
keamanan(PolisidanTNI)dihadangolehMasyarakatAdatMapurbahkanterdapatsebagian
perempuanadatmelepaskanpakaiandanmenyisakanbajudalam dancelanadalam mereka
sebagaibentukperlawanandanpermohonanmerekauntuktidakmelakukanpenggusuran
lahan,karena titik yang lahan yang mendapatkan perizinan perluasan terdapatlahan
perkebunanmilikmasyarakatAdat.
DampakdariekspansiperkebunankelapasawityangdilakukanolehPT.GPLsecarapasti
mempengaruhiaspeksosial,budaya,politik,danpersepsisertamenjadikanMasyarakatAdat
Mapurkianjauhdariakarsejarahmerekayangbergantungpadaalam sertakearifanlokal
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yanglahirsejakdulu.Selainitu,terlihatbahwatradisiMasyarakatAdatMapurkaintergerus,
tradisiawalmerekamenanam padi(beume)beralihkeaktivitaspertambangantimah,buruh
sawit,danpekerjaaninformallainnya.

2. InisiasiPembentukanLAM
MunculnyarasatidaksetaraolehmasyarakatadatLom denganmasyarakatpadaumumnya
menjadikanmasyarakatadatLom sulituntukmenyesuaikandanterbukabagimasyarakatluar,
sertamendapatkankesetaraanyangsamasepertipadamasyarakatumumnya.Apalagidalam
membentukgerakansosialharusterdapatsatukesamaanpersepsidanidentitasyangjelas
yangditonjolkan.
Dalam halinisalah satu upaya untuk mengubah persepsiburuk masyarakatterhadap
MasyarakatAdatMapuradalah dengan mengkampanyekan dan edukasimengenaiadat
budayaMapurmelaluibadanatausebuahorganisasisebagaiperwakilanMasyarakatAdat
Mapurdalam mengenalkanadatbudayasertaperjuanganmerekakepadamasyarakatluar
dalam memperjuangkan pengakuan sebagaiMasyarakatHukum Adat.Tillymenjelaskan
dalam membentukorganisasisebagaigerakansosialharustermuatsalahsatuunsurdalam
konseprepertoire,yaituunsurterorganisir(organished),Tillymenerangkandalam gerakan
sosialterdapatsatukesatuankepentinganyangterorganisirdenganbaikmelaluisebuah
kelompoksebagaialatuntukmenyuarakanpenolakan.
Dalam kontekskonflikagrariaMasyarakatAdatMapur,unsurterorganisasiterpenuhidengan
adanyainisiasipembentukanLAM sebagaiwadahuntukmenghimpunseluruhkepentingan
MasyarakatAdatMapur.PembentukanLAM beranjakdarifestivalMapuryangdigelaroleh
MasyarakatAdatMapurditahun2019.LAM merupakahcikalbakaldariKomunitastaniyang
terbentukatasinisiasibeberapaMasyarakatAdatMapur,Komunitastersebutdinamakan
sebagaiKomunitas TaniBukitCondong Lestari.Komunitas iniawalnya terbentuk atas
kesamaanrasauntukmenjagahutanadatsukuMapurdaridiforestasiyangdilakukanoleh
masyarakatluartanpaadanyaperizinandarimasyarakatadatsukuMapur,seiringberjalannya
waktu,komunitastersebutkianmembesarsehinggamendeklarasikandirimerekasebagai
LembagaAdatLom,yangmerupakancikalbakaldariLembagaAdatMapur.
InisiasipembentukanLAM dilatarbelakangiolehkesamaantujuan,bagiMasyarakatAdat
Mapur.Dengan segala kesamaan dan kepentingan yang melekatpembentukan LAM
merupakan langkah yang strategis dalam percepatan mendapatkan pengakuan sebagai
Masyarakat Hukum Adat. Awal pembentukan LAM di inisiasi pada pembentukan
KelembagaanAdatOrangLom,berdasarkanhasilstudidokumentasipadatim pemetaan
partisipatiftahun2014menunjukkan,bahwasanyaLAM merupakanujungdariKelembagaan
AdatOrangLom.Padakalaitu,LembagaAdatOrangLom diketuaiolehBapakSukrisekaligus
salahsatufounderlembagaadatbersamaMasyarakatAdatMapuryanglainnyabersinergi
dalam menanganipermasalahanadatdanperjuanganpengakuansebagaiMHA.
SehinggapadaakhirnyaLAM terbentukpadatahun2019melaluiSKLembagaAdatMelayu
KabupatenBangkaNomor01/LAMB/2019,danBerbadanHukum KeputusanMenteriHukum
danHakAsasiManusiaRepublikIndonesiaNomorAHU-0005935.AH.01.07.Tahun2023
Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Adat Mapor, dan Tanda
InventarisasiOrganisasiPenghayatKepercayaanterhadapTuhanYangMahaEsamelalui
Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor0220/F2/KB/2021.
DengandiketuaiolehAsihHarmoko.

3. PemetaanPartisipatifSebagaiGerakanSosial
Berasaskanlegalitassecarahukum LAM mulaimenyusunkembalirencanagerakansosial
yang terstrukturdan tersistematis dalam mendapatkan pengakuan sebagaiMasyarakat
Hukum Adat(MHA).GerakansosialyangdirancangolehLAM salahsatunyaadalahPemetaan
PartisipatifyangdiinisiasiolehLAM sebagaiklaim sepihakmengenaiwilayahadatdanhutan
adatMapur.
PemetaanpartisipatifyangdilakukanolehLAM berlandaskanKesamaanidentitas(shared
identity)yangdiungkapkanolehCharlesTilly.Kesamaanidentitasyangdimaksudadalah
terdapatnyaSumberDayaAlam (SDA)yangbegitumelimpah,sepertiTanamanobatyang
langkadanbiasadigunakanmasyarakatsetempatuntukberobatdanmelakukanritualadat,
artefakpeninggalanleluhur,danairterjunKasakTadeyangmerupakansumbermataairyang
sakralbagiMasyarakatAdatMapur(Zulkarnain,2022).Sertabersifatberkelanjutan(continue)
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samahalnyakonseprepertoireCharlesTilly.Dengankatalaingerakansosialmerupakan
tindakan“rangkaianinteraksiberkelanjutan”yangdilakukansecaraberulang-ulangbeberapa
periode ke depannya antara otoritas pemegang kekuasaan dengan penentangnya yang
menuntutkepentingankonstituendanpreferensikhusus(Syawaludin,2017).
LAM melakukanpemetaanwilayahadatsecaraberkala,yakniperiodepertamatahun2014
mencakupbataswilayahDusunAirAbikdengandusunlainnya,wilayahTumbekAikBenak,
arealsawitGPL,titikIzinUsahaPertambangan(IUP)PT.Timah,aliransungai,dantitik
pemukimanluardanpemukimandalam MasyarakatAdatMapurdiDusunAirAbik.Selainitu
jugaterdapatfloradanfaunasepertitanamanobatyanglangkadanbiasanyadigunakan
masyarakatdigunakanuntukberobatdanmelakukanritualadat,tidakhanyaitujugaterdapat
banyaksumberdayaalam berupabijitimahdisekitarTumbekAirBenak.
Pemetaanperiodekedua,dilaksanakanpadatahun2022,padakegiatanpemetaankaliini,
LAM berfokus kepada kebun adatataupun wilayah perkebunan masyarakatadatdan
pemetaansosial.Tujuandilakukannyapemetaaniniadalah,supayaperusahaanperkebunan
kelapasawittidakbisamenerobosbatas-bataswilayahperkebunanMasyarakatAdatMapur,
sertamempunyaibuktikonkretatasdataperluasanlahan.
Pemetaanperiodeterakhirdilakukanpadatahun2023,padaperiodetersebutLAM bersama
akademisiUniversitasBangkaBelitungmelakukanpemetaankembaliterkaitbataswilayah
adat dan hutan,sama sepertipemetaan pada tahun 2014.Namun,yang menjadi
perbedaannyaadalah,pemetaanpadaperiodeterakhirLAM jugaturutmemetakanwilayah
adatMapurdiDusunPejem,dalam artianLAM memetakanseluruhwilayahdanhutanadat
yangsaatinitersisa.Dalam pemetaankaliinimencakupwilayahGunungCondongPejem,
GunungCundongAirAbik,BukitTabunPejem,GunungKasakTade,GunungPelawanPejem.
Pemetaandilakukantidakhanyameliputiwilayahperbukitankawasanadatsajatetapijuga
aliranairbenakatauTumbekAirBenakyangberadadidalam kawasanhutam benakyang
merupakankawasanperbatasanantaraDusunAirAbikdenganDusunPejem denganluas
areal±130Hektar.
Hasilpemetaanperiodeterakhirmenunjukkanwilayahadathasilpemetaanmeliputiwilayah
GunungCundongPejem seluas35,5Hektare,GunungCundongAirAbikseluas53,8Hektare,
wilayahGunungPelawanPejem Seluas94,7Hektare,GunungKasakTadeseluas47,2Hektare,
BukitTabunPejem seluas14,8Hektare.Selainwilayahdiatasjugaterdapatpemetaan
kawasanhutanadatdiDusunAirAbikdanDusunPejam yangmeliputibeberapamakam adat
yang terletakditengah kawasan adat,dan posisiGebong Memarong sebagaiidentitas
MasyarakatAdatMapur.Daripemaparandiatasterdapattabelluaswilayahkawasanadat
MapurdiDusunAirAbiksebagaiberikut:
Tabel1.LuasWilayahHutanAdatMapur.

No. Wilayah LuasHektare(Ha)

1 WilayahAdatPejem 6.658Ha

2 WilayahAdatDusunAirAbik 7.426,7Ha
3 Makam AdatBukitIjerPejem 1,1Ha

4 Makam AdatGunungSangengAir

Abik

2,6Ha

5 Makam AdatMenegerAirAbik 0,9Ha

6 Makam AdatMikangAirAbik 4,6Ha

7 Makam AdatPinggirSungaiPejem 0,06Ha

8 Makam AdatPonSapetPejem 0,4Ha

9 Makam AdatBongLiJanPejem 0,1Ha

10 Makam AdattanjungTengkalatPejem 6Ha

11 KebunLembagaAdatMapor 0,46Ha
12 GebongMemarong 0,3Ha

B. FaktorPendorongdanPenghambatPemenuhanHakPenyandangDisabilitasRunguWicara
PemetaanpartisipatifyangdilakukanolehLAM merupakansalahsatuupayadanlangkah
MasyarakatAdatMapurdalam MendapatkanpengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat.
Darihasilpemetaanpartisipatifmenemuiarusyangcukupbaik,danmendapatkansatu
peluangbesardalam mempercepatrekognisimerekadalam mendapatkanstatussebagai
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Masyarakat Hukum Aadat(MHA)sehinggamenghasilkanbeberapavisibilitasyangcukup
baik untuk mempercepatpengakuan mereka sebagaiMasyarakatHukum Adat(MHA),
sebagaiberikut;

1. Visibilitas yang pertama adanya kolaborasidengan Pemerintah Daerah Bangka
melaluiDinasLingkunganHidupmelakukanpembentukanpanitiapengakuandan
perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan SK Bupati Bangka
Nomor:188.45/1012/DLH-V/2023Tanggal28Agustus,yangmembahasmengenai
verifikasipengakuanMasyarakatHukum AdatMapor.Dalam proseskolaborasiantara
PemdadanLAM sertasivitasakademikUniversitasBangkaBelitung.Darihasilrapat
tersebutterbentuklahtim identifikasiMasyarakatHukum AdatMapursebagaimana
dalam tabelberikut:

No. NAMA JABATANDALAM TIM

1. BupatiBangka. Pengarah

2. SekretarisDaerahKabupaten

Bangka.

PenanggungJawab

3. KepalaDinasLingkunganHidup

KabupatenBangka.

Ketua

4. KepalaBagianHukum

SekretariatDaerahKabupatenBangka.

WakilKetua

5. KepalaDinasPemberdayaan

MasyarakatdanDesaKabupatenBangka.

Sekretaris

6. CamatBelinyu Anggota

7. CamatRiauSilip Anggota

8. DosenProgram StudiSosiologi

FISIPUBB

Anggota

9. KetuaLembagaAdat Anggota

10. KetuaAdat Anggota

2. VisibilitasyangkeduaadalahterbitnyaSKBupatihasildariidentifikasitim yangtelah
dibentuk.TerbitnyaSKBupatiBangkaNomor:100.3.3.2/1321/DLH/2023.Tentang
Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur di
KabupatenBangka.Dalam SKtersebutmemutuskandanmenetapkanbeberapapoin
mengenaipengakuanMasyarakatAdatMapuryakni;1).Penetapanpengakuandan
perlindunganMasyarakatHukum AdatMapuryangberadadiwilayahKecamatan
BelinyudanKecamatanRiauSilipyaitu:DesaGunungMuda,DesaGunungPelawan,
danDesaMapur.2).Luaswilayahadatdanhutanadatakandiverifikasikembali
sesuaidengan aturan yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan
daerahKabupatenBangka.3).PemerintahKabupatenBangkamengakui,melindungi
danmemberdayakanseluruhaspekkehidupanmasyarakatHukum AdatMapuryang
meliputi:sejarah,wilayah,hukum adat,harta kekayaan/benda-benda adat,dan
kelembagaanadat.

3. Vibilitasyang terakhiradalah mendapatkan pengakuan MasyarakatHukum Adat
besertawilayahadatMapurmelaluiPeraturanDaerah(Perda)yangditetapkanoleh
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DPRDKabupatenBangka..Padaperiode2013-2018penetapanstatuswilayahadat
danhutanadattelahmelaluitahaprancangandiDPRDdanbahkanmasukkedalam
Program LegislasiDaerah(Prolegda),tetapisampaisaatiniRancanganPeraturan
Daerahtersebutbelum menemukantitikterangdanterkendalarancanganpenulisan
NaskahAkademikpadasaatitu.Namun,padasaatinimelaluiSKBupatiBangka
Nomor100.3.3.2/05/DLH/2025TentangPenunjukanTenagaAhliKhususPenyusunan
NaskahAkademikRancanganPeraturanDaerahTentangMasyarakatHukum Adat,
membukapeluangbarubagiMasyarakatAdatMapurdalam mendapatkanpengakuan
sebagaiMasyarakatHukum Adat.

4.KESIMPULAN

GerakansosialyangdilakukanolehLAM yaknipemetaanpartisipatifdenganmenggandeng
akademisiUniversitasBangkaBelitungmerupakanlangkahdanupayaklaim sepihakolehMasyarakat
AdatMapurataswilayahhutanadatyangtermasukkedalam konsesilahanPT.GPL.LAM melakukan
pemetaansecaraberkala,yaknipadatahun2014,tahun2022,dantahun2023.Darihasilpemetaan
partisipatifsecara berkala tersebut,LAM berhasilmendapatkan titik dan sketsa peta meliputi
perbatasanwilayahadat,artefakpeninggalanleluhursepertiairterjunKasakTade,BatuasahBukit
Condong,Makam adat,perkebunan masyarakat adat,serta tanaman obat-obatan. Peneliti
menemukan realitastujuan daridilaksanakannya pemetaan partisipatifyaknimenetapkan batas
wilayahadatsecarajelasberdasarkanklaim masyarakatadat,mencegahdeforestasihutanyaitu
kegiatanilegallogging,mempermudahmasyarakatdalam mengelolasumberdayaalam yangterdapat
diwilayahadatMapur,sertamendapatkanpengakuansebagaiMasyarakatHukum Adat.

Upayamasyarakatadatdalam memperjuangkanpengakuansebagaimasyarakathukum adat
telah dilakukan melaluiberbagailangkah,mulaidariaksiprotes,audiensi,hingga pemetaan
partisipatifyangdilakukanLAM danakademisiUniversitasBangkaBelitung.Pemetaanpartisipatif
menjadikuncidalam mempercepatstatuspengakuandanmenghasilkanbeberapavisibilitasyaitu:
Pertama,kolaborasidenganPemerintahDaerahBangkaMelaluipembentukanpanitiapengakuandan
perlindunganMHAberdasarkanSKBupatiBangka,yangberujungpadapembentukantim identifikasi
MHAMapursertalegalisasiLAM sebagailembagaadatresmi.Kedua.TerbitnyaSKBupatiBangka
tentang pengakuan dan perlindungan MHA Mapur,meskipun wilayah hutan adatmasih perlu
diverifikasilebihlanjut.Ketiga,meskipuntelahadaupayauntukmemperolehpengakuanmelalui
PeraturanDaerah(Perda),proseslegislasimasihterhambatolehfaktorpolitisdanketerbatasan
anggaran.

Secarakeseluruhan,pemetaanpartisipatiftelahmenjadialatpentingbagiMasyarakatAdat
Mapurdalam memperjuangkanhakmereka,namuntantanganpolitikdanadministratifmasihmenjadi
hambatanutamadalam memperolehpengakuanpenuhterhadapwilayahadatMapur.
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